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PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Blk

o)l ozl alll pus,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IlI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Blk
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin,
tanggal 01 Januari 1979 di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan
Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah IMAM,
(selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk
menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il, yang menjadi wali nikah pada
pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama WALI
NIKAH;
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3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah SAKSI NIKAH | dan SAKSI NIKAH II;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah memiliki buku nikah,
karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;

7. Bahwa, antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas
pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama
Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya
pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon | dengan Pemohon Il telah membina
rumah tangga selama 36 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON | DAN
PEMOHON Il umur 23 tahun;

9. Bahwa, tujuan Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan pengesahan
nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon | dengan Pemohon i
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon |, PEMOHON I, dengan Pemohon II,
PEMOHON Il yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1979
di Lingkungan Jalan Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang
berlaku;
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Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon | dan Pemaohon I
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon | dan Pemohon I
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang
menghadap di persidangan, dan ketidakdatangan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh
karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu
pada Senin, tanggal 07 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27
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Jumadilawal 1437 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal
ttd ttd
H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H. Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp  30.000,00

- Proses Rp  50.000,00

- Panggilan Rp  50.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).
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